Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020  Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa berkaitan dengan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) :
1. Pemerintah Kabupaten Blitar dapat memberikan Hibah berupa Uang , barang atau jasa kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia
e. Partai Politik
2. Untuk point 1 huruf (a-c) Mengajukan usulan tertulis yang terdiri dari:
a. Surat Permohonan; dan
b. Proposal
3. Surat Permohonan dan Proposal tersebut diatas ditandatangani oleh:
a. Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
b. Pemerintah Daerah lain ditandatangani oleh Kepala Daerah, dan
c. BUMN atau BUMD ditandatangani oleh Direktur Utama/Pimpinan/Sebutan Lain
d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Sebutan lain
e. Partai Politik ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Sebutan Lain
4. Untuk Point 1 (d dan e) mengajukan usulan tertulis terdiri dari:
a. Surat Permohonan;
b. Proposal;
c. Kelengkapan Dokumen Administrasi
5. Surat Permohonan dan proposal pada point 4 diatas ditandatangani oleh ketua/pimpinan Badan, Lembaga datau Organisasi Kemasyarakatan
6. Proposal pada point 4 huruf b paling sedikit memuat:
a. Proposal Hibah berupa uang:
1) Identitas dan alamat pengusul
2) Latar belakang
3) Maksud dan tujuan; dan
4) Rincian Rencana Penggunaan Hibah / Rincian Anggaran Biaya (RAB)
b. Proposal Hibah berupa barang/jasa:
1) Identitas dan alamat pengusul;
2) Latar belakang;
3) Maksud dan tujuan;
4) Jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
5) Lokasi pemberian barang/jasa
7. Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada point 4 huruf c, paling sedikit terdiri dari:
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/Pimpinan Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan
b. Fotokopi akta notaris pendirian Badan, Lembaga atau Organisasi kemaasyarakatan yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang pembentukan organisasi/Lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/desa setempat atau sebutan lainnya;
e. Fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa minimal 2 tahun untuk kesekretariatan;
g. surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermaterai cukup yang sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang
8. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud diatas pada huruf b, huruf c dan huruf f, dikecualikan bagi:
a. tempat ibadah;
b. majelis taklim; dan
c. taman/tempat pendidikan Al-Quran,
yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.
Dan pada huruf b dan huruf e dikecualikan bagi lembaga :
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atau Bupati; atau
c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten Blitar melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan kewenangannya.
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